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l. UMUM

Pasuruan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur dan
berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur,
Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan berkedudukan di Kota
Pasuruan. Dalam perkembangannya, Kota Pasuruan ditetapkan sebagai
Pemerintahan Daerah Kota Kecil dengan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kota Ketjil Djawa
Timur/Tengah/Barat, sehingga pusat penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Pasuruan berada di wilayah yang sama dengan wilayah
Pemerintahan Daerah Kota Pasuruan.

Berdasarkan hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, keberadaan ibu kota Kabupaten Pasuruan yang
selama ini berada di wilayah Kota Pasuruan harus dipindahkan ke dalam
wilayah Kabupaten Pasuruan, yaitu di wilayah Kecamatan Bangil.

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan dari wilayah Kota

Pasuruan ke wilayah Kecamatan Bangil dilakukan berdasarkan hasil
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penelitian dan pengkajian secara seksama dengan melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan. Adapun pusat pemerintahan Kabupaten
Pasuruan di Kecamatan Bangil terletak pada koordinat 07° 36' 10,9" LS
(Lintang Selatan) dan 112° 47' 37,3" BT (Bujur Timur).

Pada saat ini pembangunan di Kabupaten Pasuruan tumbuh dan
berkembang cepat, baik fisik maupun nonfisik, termasuk aktivitas
perekonomian, sosial, budaya, maupun perkembangan jumlah penduduk.

Pembangunan di Kabupaten Pasuruan dengan memindahkan pusat
pemerintahan ke Kecamatan Bangil memungkinkan pertumbuhan pusat
pelayanan jasa, perdagangan, sosial, budaya, pendidikan, maupun kegiatan
lainnya di seluruh wilayah yang diimbangi dengan penataan ruang wilayah
kabupaten, khususnya bagi penyelenggaraan pusat pemerintahan/ibu kota
Kabupaten Pasuruan.

Hasil peninjauan lapangan secara keseluruhan telah menyatakan
Kecamatan Bangil layak dan memenuhi syarat untuk dijadikan ibu kota
Kabupaten Pasuruan khususnya dari aspek dukungan lahan, sarana dan
prasarana, rentang kendali pemerintahan, dukungan masyarakat,
pelayanan masyarakat, aset, dan peluang pengembangan selanjutnya.

Sejalan dengan hal tersebut, pemindahan Ibu Kota Kabupaten
Pasuruan dari wilayah Kota Pasuruan ke wilayah Kecamatan Bangil
Kabupaten Pasuruan diusulkan oleh Bupati Pasuruan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Surat Bupati
Pasuruan Nomor 135.6/444/424.011/2013 tanggal 12 Desember 2013
perihal Usulan Rencana Penetapan Bangil sebagai Ibu Kota Kabupaten
Pasuruan dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan sesuai Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 9
Januari 2014 tentang Persetujuan Penetapan Bangil sebagai Ibu Kota
Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya diteruskan dengan Surat Bupati
Pasuruan kepada Gubernur Jawa Timur Nomor 130/40/424.011/2014
tanggal 11 Februari 2014 perihal Penetapan Bangil sebagai Ibu Kota
Kabupaten Pasuruan, serta Surat Gubernur Jawa Timur kepada Menteri
Dalam Negeri Nomor 135/5070/011/2014 tanggal 17 Maret 2014 perihal
Usul Penetapan Bangil sebagai Ibu Kota Kabupaten Pasuruan.

Pemindahan ibu kota Kabupaten Pasuruan dari wilayah Kota
Pasuruan ke wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan telah sesuai

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010
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tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 -
2029.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Yang dimaksud dengan “pemindahan pusat penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan” adalah pemindahan
sarana dan prasarana antara lain kantor bupati, sekretariat daerah,
dinas, badan, dan kantor yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten

Pasuruan.

Pasal 5

Cukup jelas.
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